
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi 
pemerintah daerah. perlu dflakukan penataan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kota Kendari; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayal 
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu:r Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada lnstansi 
Pernerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan buruf b, perlu 
rncnctapkan Peraturan Walikota tentang Susunao 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kota Kendari: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahuu 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 201<1 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5954); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nornor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
aebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tcntang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -6037) 
sebagirnana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negcri Sipil [Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nornor 64 77); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Serita 
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor l20 Tahun 2018 tentang 
Peru bahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2018 tent:ang Pembentukan Produk 
Ilukurn Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 20l8 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan 
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
194); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam 
Jabatan. Pungsional (Berita Negara Republik Indcnesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 

10. Pcraturan Menteri Pendayagunaan Apararur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi 
Pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 546); 

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2016 Nomor S) sebagairnana telah diubah beberapa 
kaJi terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kenda:ri 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari (Lernbaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2020 Nomor 11); 
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Nomenklatur Perangkal Daerab sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2, 
adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Pasal 3 

Baglan Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di hiclang 
kesatuan bangsa dan politik diwadabi dalam. bentuk Badan. 

Pasal 2 

Baglan Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BABII 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERAHGKAT DAERAH 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dirnaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Kend.ari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi .kewenangan Pemerintah Kota 
Ke.ndari. 

3. Walikota adalah Walikot.a Kendari. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari. 
5. Badan adalab Badan Kesatuan Bangsa dan Politi.k Kota Kendari. 
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kot.a 

Kendari. 
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari. 
8. Jabatan Fungsional adalah sekelornpok jabatan yang bcrisi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pad.a 
keahlian dan keterampilan tertentu di llngkup Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kota Kendari. 

9. Sub Koordinator adalah Jabalan Fungsional Ahli Muda yang diberikan 
tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya dal.am suatu satuan kerja. 

Pasal 1 

BABI 
K.ETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN : 

SUSUNAN 
KESATUAN 

PERATURAN WALIKOTA TENT ANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN 
BANGSA DAN POLITIK KOTA KENDARI 

Menetapkan 

~ . ., . 



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6, Badan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesaruan bangsa dan politik 

sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan; 
b, pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 

wawasan kebangsaan, penyelenggaraan poliLik dalarn .negeri dan 
kehidupan demokrasi, perneliharaan ketahanan ekonomi, sos.ial dan 
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat 
beragarna, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pernberdayaan 
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional 
dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan 
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan 
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat 
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasllitasi organisasi 
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 
penanganan kon.fiik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, 

Pasal 7 

Badan mernpunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan 
yang diberikan kepada daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. 

Pasal 6 

( 1) Sadan rnerupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

(2) Badan dipimpin. oleh Kepala Badan yang bcrkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BABm 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

(1) Perangkat Daerah diklaaifikasikan atas 'ripe A. 
(2) Penentuan tipe Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berdasarkan 

hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang Kesatuan bangsa dan politik. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraruran perundang-undangan, 

Pasal 4 

&gian Ket1ga 
Tipe Perangkat J>aerah 
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(1) Sekretariat bertugas memberikan pelayanan admin.istratif di Iingkungan 
Sadan. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Sekretarlat 

Kepala Sadan hertugas memirnpin, rnembina, mengkoordinasikan, 
merencanaka.n, rnenetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan 
pengembangan semua kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik, 
mengevaluasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi 
badan serta rnembina bawahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan 
di bidang Kesatuan bangsa dan politik. 

Pasal 9 

Bagian Kesa.tu 
Kepala Badan 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

( 1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat; 
C- Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; 
d. Bidang Politik Dalam Negeri; 
e. Bidang Ketahanan E.konomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 

Kemasyarakatan; 
I. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi 
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalarn 
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan kctahanan ekonomi, 
sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, 
umat beragarna, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi 
kemasyarakatan, ser+a pelaksanaan kewaspadaan nasional dan 
penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuao peraturan 
perundang-undangan 

e. pelaksanaan fasllitasi forum koordinasi pimp.inan daerah; 
f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan baden; dan 
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 

tugas dan fungsi Badan. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(1), Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaao dan Karakter Bangsa 
menyelenggarakan fuogsi : 

Pasal 15 

(1) Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa bertugas 
melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pernbauran kebangsaan, 
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. 

(2) Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada dibawah clan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bad an. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bica,ng Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bang:sa 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf a, bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha 
pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan 
rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), dipimpin olcb Kepala Sub Bagian yang bcrada di bawah dan 
bertanggung jaw ab kepada Sekretaris 

Pasal 13 

Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
b. Kelompok Jabatan Fungsiional 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal l O ayat 
(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan 

Badan; 
b pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan 

Badan; 
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan; 
d pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di 

lingkungan Badan; 
e, pengelolaan urusan aparatur sipil negara di Iingkungan Badan; dan 
f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 11 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Sekretaris yang berada dibawah dan bercanggungjawab kepada Kepala 
Badan. 
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Dalam rnelakeanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), 
Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungs.i : 
a penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelernbagaan pemerintahan, 
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pem.ilihan umum kepala 
daerah serta pernantauan siruasi politik; 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, 
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pernerinrahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan 
umurn kepala daerah serta pemantauan situasi politik; 

c pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pernerintahan, perwakilan 
clan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umurn kepala daerah 
serta pemantauan situasi politik; 

d, pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelernbagaan pemerintahan, perwakilan 

Pasal 18 

Pasal 17 

(I) Bidang Politik Dalarn Negeri bertugas melaksanakan sebagian tugas 
Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan 
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umumj pemilihan umum kepala daerah serta 
pernantauan situasi politik. 

(2) Bidang sebagai.mana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah nan bertanggung jawab kepada .Kepala 
Badan, 

Bagian Keempat 
Bidang Politik Dalam Negeri 

Susunan Organisasi Bidang [deologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter 
Bangsa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14, terdiri atas Kelompok 
Jabatan Fungsional 

Pasal 16 

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kehangsaan, beta 
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka lunggal ika 
dan sejarah kebangsaan; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi, wawasan kebangsaan, 
beta negara, karakter bangsa, pembauran kcbangsaan, bhineka tunggal 
ika clan sejarah kebangsaan 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika 
dan sejarah kebangsaan; 

d. pclaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela 
negara, karakter bangsa, pernbauran kebangsaan, bhineka tunggal ika 
dan sejarah kebangsaan; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, 
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, bhineka tungga! ika dan sejarah kebangsaan; dan 

f. pelaksanaan tugas Lain yang cliberikan oleh atasan baik di dalam maupun 
di luar or.ganisasi. 
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Dalam rnelak:sanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 
(1), Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 
Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi : 
a penyusunan program kerja di bidang ketahanan ckonomi, sosial, 

budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 
penerbitan rekomendasi penelitian, fasilitasi kerukunan umat beragama 
dan penghayat kepercayaan aerra pendaftaran ormas, pemberdayaan 
ormas, evaluasi dan medlasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan 
ormas asing; 

h penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, 
soslal, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 
penerbitan rekomendasi penelitian, fasilitasi kerukunan umat beragama 
dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan 
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas. pengawasan orrnas dan 
ormas asing; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, 
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 
penerbitan rekornendasi penelitian, fasilitasi kerukunan urnat beragama 
dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran onnas, pemberdayaan 
ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan 
ormas asing: 

d, pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ckonomi, sosial, budaya, 

Pasal 21 

( 1) Bidang Ketahanan Ekonorni, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 
Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang keta.hanan ekonorni, sosial, 
budaya, fasilitasi pencegaban penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 
kerukunan umat bcragama dan penghayat kepercayaan serta 
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa 
ormas, pengawasan onnas, ormas asing. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Sadan. 

Pasal 20 

Bagian Kelima 
Bidang Ketabanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama 

dan Organisasi Kemasyarakatan 

Susunan Organisasi Bidang Politik Dalarn Negeri sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 17, tercliri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 19 

clan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daera.h 
serta pemantauan situasi politik; 

e pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan 
politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum/pem.ilihan urnurn kepala daerah serta pemantauan situasi politik; 
clan 

r pelaksanaan tugas lain yang cliberikan oleh atasan baik di dalarn 
maupun di luar organisasi. 
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Pasal 24 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 
(1), Bidang Kewaspadann Nasional dan Penanganan Konflik 
menyelenggarakan fungsi : 
a penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 

intelijen, pernantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konilik; 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 
Lernbaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik; 

c pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pernantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta _penanganan konflik; 

d pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 
kewaspadaan perbatasari antar negara. fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konflik; 

(J) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas 
melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di 
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar 
negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan 
konflik. 

(2) Bidang sebagairnana dimaksud pada ayat (1 ), dfpimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bad an. 

Bagian Keenam 
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konftik 

Pasal23 

Susunan Organisasi Bidang Ketahanan Ekonorni, Sosial, Budaya, Aga.ma 
dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 22 

fasilitasi pencegaban penyalabgunaan narkotika, fasilitasi penerbitan 
rekomendasi penelitian, fasilitasi kerukunan umat beragama dan 
penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 
evaluasi dan rnediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas 
asing; 

e pelaksanaan monitoring, evaluasi, clan pelaporan di bidang ketahanan 
ekonorni, sosial, buc.Jaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 
narkotika, Iasilitasi penerbitan rekomendasi penelitian, fasilitasi 
kerukunan umat beragama dan pengbayat kepercayaan serta 
pendaftaran ormas, pemberdayaan orrnas, evaluasi dan mediasi sengketa 
ormas, pengawasan ormas dan ormas asing: dan 

( pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas 
dan fungsinya. 
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Pasal 29 

Dalam mela.ksanakan tugas setiap pimpinan dan kelompok jabatan 
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sink:ronisasi 
baik dalarn lingkungan masing-rnasing maupun antar satuan organisasi di 
lingkungan Badan serta dengan instansi lain di Iuar Badan sesuai dengan 
tugas maeing-masing. 

BABV 
TATAKERJA 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, clan Pasal 25, terdi:ri dari sejumlah 
Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungslonal yang terbagi 
da)am berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (11 dipimpin oleh 
sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan 
fungsinya. 

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah 
clan bertanggungjawab kepada pejabat di atasnya. 

(41 Sub Koordinator sebagaimana climaksud pada ayat (3), membaotu 
pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 
pernantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub 
substansi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut rnengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok 
sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. 

Pasal 28 

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 26, adalah 
sekelornpok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan Iungsional yang berdasarkan pada keahlian clan keterampilan 
tertentu. 

Pasal 27 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungslonal 

Pasal 26 

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk 
sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Susunan Organisasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konllik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tercliri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional 

e, pela.ksanaan monitoring, evaluasi, dan pe!aporan di bidang kewaspadaan 
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 
kelembagaan bidaog kewaspadaan, serta penanganan kontlik;dan 

f pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh. atasan tcrkait dcngan tugas 
dan fungsinya. 

Pasal 25 
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BAB VI 
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN, 

DANESELONISASIDALAMJABATAN 

Pasa.1 33 

(1) Kepala Sadan diangkat dan diberhentikan oleh Wallkota atas usul 
Sekretaris Daerah. 

(2) Sekretaria, Kepala Bidang clan Kepala Sub Bagian diangkat dan 
diberhentikan oleh Walikota atas usu! Kepala Badan melalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Badan. 
(4) Kepala Badan rnerupakan jabatan eselon lib atau Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama. 
(5) Sekretaris merupakanjabatan eselon ma atau Jabatan Administrator 
(6) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon ITTb atau Jabatan 

Administrator. 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat 
dalarn lingkungan Sadan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu 
kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 32 

(1) Dalam hal Kepala Sadan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas 
Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat 
menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Sadan. 

Pasal 31 

( 1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib rnengawasi bawahannya 
masing-masing dan apabila terjadi penyirnpangan agar mengambil 
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang 
Undangan. 

(2) Setiap pimpi.nan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja 
bertanggung jawab memimpi.n dan mengoordinasikan bawahannya serta 
memberikan bimbi.ngan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan secara berkala. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 
bawahannya wajib diolab dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan Iaporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahan. 

(5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kcpada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 
fungsional mempunayi hubungan kerja. 

(6) Dalam rnelaksanakan tugsanya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh 
kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya rnasing-masing wajib rnengadakan rapat 
berkala. 

Pasal 30 
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NOMOR '.l.C) 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal, ~ i; - \ • 2022 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal, '.l '5 - I - 2022 

[:~ .. ~,~~?I~~~ 
f 1 P'ts<'. ~- 111"'1 
2 ·"-'-"=---+-~ 
3 

Agar setiap orang mengetahuiuya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada t.anggal diundangkan. 

Pasal 35 

Pada saat Peraturan Walikota ini rnulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 
7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari (Serita 
Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 34 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

(7) Kepala Suh Bagian rnerupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan 
Pengawas. 

(8) Sub Koordinator rnerupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda. 
(9) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 

struktural di lingkungan Sadan, berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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